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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XI/MPR/1998

TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH
DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 

DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA,
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Menimbang	 :	 a.	 bahwa berdasarkan Undang 
Undang Dasar 1945, pelaksanaan 
penyelenggaraan negara dilakukan 
oleh lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif;

		  b.	 bahwa dalam penyelenggaraan 
negara telah terjadi pemusatan 
kekuasaan, wewenang, dan tanggung 
jawab pada Presiden/Mandataris 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia yang berakibat 
tidak berfungsinya dengan baik 
Lembaga Tertinggi Negara dan 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
lainnya, serta tidak berkembangnya 
partisipasi masyarakat dalam 
memberikan kontrol sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara;

		  c. 	bahwa tuntutan hati nurani rakyat 
menghendaki adanya penyelenggara 
negara yang mampu menjalankan 
fungsi dan tugasnya secara sungguh-
sungguh dan penuh tanggung jawab 
agar reformasi pembangunan dapat 
berdayaguna dan berhasilguna;
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		  d.	 bahwa dalam penyelenggaraan 
negara telah terjadi praktek-praktek 
usaha yang lebih menguntungkan 
sekelompok tertentu yang me-
nyuburkan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, yang melibatkan 
para pejabat negara dengan para 
pengusaha sehingga merusak sendi-
sendi penyelenggaraan negara 
dalam berbagai aspek kehidupan 
nasional;

		  e.	 bahwa dalam rangka rehabilitasi 
seluruh aspek kehidupan nasional 
yang berkeadilan, dibutuhkan 
penyelenggara negara yang 
dapat dipercaya melalui usaha 
pemeriksaan harta kekayaan para 
pejabat negara dan mantan pejabat 
negara serta keluarganya yang 
diduga berasal dari praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, dan mampu 
membebaskan diri dari praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme;

		  f.	 bahwa berhubung dengan itu perlu 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia yang 
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mengatur tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Mengingat	 :	 1.	 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), 
Pasal 4, Pasal 16, Pasal 17,  Pasal 
19, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 
33  Undang-Undang Dasar 1945;

		  2.	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik  Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah dan ditambah terakhir 
dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor I/MPR/1998;

		  3.	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik          Indonesia 
Nomor IX/MPR/1998 tentang 
Pencabutan Ketetapan Majelis 
Permusyawatan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1998 
tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara.
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Memperhatikan:  1.	Keputusan Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat  Republik 
Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 
tentang Penyelenggaraan Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;

	   2.	 Permusyawaratan dalam Sidang 
Istimewa Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 10 sampai dengan 13 
November 1998 yang membahas 
Rancangan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme 
yang dipersiapkan oleh Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia;

	   3.	 Putusan Rapat Paripurna ke-4 
tanggal 13 November 1998 Sidang 
Istimewa majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal 
10 sampai dengan 13 November 
1998.
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M E M U T U S K A N

Menetapkan	 :		  KETETAPAN MAJELIS PER-
MUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PENYELENGGARA 
NEGARA YANG BERSIH DAN 
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, 
DAN NEPOTISME.

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia berketetapan untuk memfungsikan secara 
proporsional dan benar lembaga Tertinggi Negara, 
lembaga Kepresidenan, dan Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara 
berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
1945.

Pasal 2

(1)	 Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik 
dan bertanggung jawab kepada masyarakat, 
bangsa, dan negara.
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(2)	 Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, 
penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, 
dan terpercaya serta mampu membebaskan diri 
dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

(1)	 Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya 
menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan 
negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, 
harus mengumumkan dan bersedia diperiksa 
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

(2)	 Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh 
suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara 
yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah 
dan masyarakat.

(3)	 Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
dilakukan secara tegas dengan melaksanakan 
secara konsisten undang-undang tindak pidana 
korupsi.

Pasal 4

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap 



- 86 -

siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat 
negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/
konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto 
dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak 
bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan 
ini diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

	 Ditetapkan di Jakarta
	 Pada tanggal  13 November 1998 
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